SELASA LEGI, 5 MARET 2024 ( 23 RUWAH 1957 )

Yedaubatan Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 4

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menrmbang

bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan
Informasi Publik merupakan ciri pemerintahan demaokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dilaksanakan

1 perundang G

sesuaidengan }

Pasal 6

Paragraf 3
PPID Pelaksana

Pasal 14

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repuhhk Indonesia Tahun 1945; (1) Badan Publik wajib: (1) PPID pelaksana bertugas:

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan p daerah serta badan publik a. menyediakan, buka, dan Inf i Publik dengan cepat dan a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
lainnya yang transparan, perlu adanya Ketsrbukaanlrrfonnam Publik; tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan

£, hahwa untuk mewujudkan Keterbukaan inlc{mam Publik )rang mendukung dikecualikan; PPID;

han yang baik, , dan demok , perlu b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dantldakmnyssatkan. ¢. mengonsoli 1585 P pendokumentasian, penyediaan dan
Daarah)'ang tur Keterbukaan Infi 1 Publik; ¢. membangun dan gembangkan sistem penyimp pendok ntasian, Pelayanan Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimb b 12 dimaksud dalam huruf a, huruf b, diaan, dan Pel Inf | Publik, d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi Pub-

dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah lentang Penyelenggaraan d. membuat periimbangan secara teriulis setiap kebijakan yang diambil untuk lik di Badan Publik;
Keterbukaan Informasi Publik; memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan e, mambantu?Plelakukan veﬂﬁkaﬁ dokumen Informasi Publik;
e. melakukan pengujian tentang kensekuensi atas Informasi Publik yang di- f. g lihara dan memutakhirkan Daftar

Mangmgat 3 kecualikan. Im‘orma5| Publik; dan
Pasal1say'al (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan g in ket dan i layanan i Publik agar mudah

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dengan: diakses oleh publik.

Kabupaten Dalam Lingkungan Dasrah Istimewa Jogjakarta (Berita Megara Republik a. menetapkan standar layanan; (2) Dalam rangka mel kan tugas sebagai fimaksud pada ayat (1), PPID
Indonesia Tahun 1950 Nomar 44); b. menunjuk dan mene!apkan PPID; Pelaksana berwenang:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran [ khirkan Daftar Informasi Publik; a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi Publik di

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara d fiakan sarana dan p layanan Informasi Publik dengan sistem Badan Publik;
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagail telah diubah beberapa kali terakhir eleklrumkdannonelsktmnlk b. meminta klarifikasi kepada petugas Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan . dar biaya perol linan Informasi Publik; dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja f. menganggarkan pemblayaan bagi p pendok ¢. menugaskan petugas Pelayanan Informasi Pubhk un!uk menyiapkan dokumen
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor y ,dan P Inf Puhl|k untuk t PPID dalam melak L g Ke 151 atas Infor-
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); g. membualdan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik; masi Publik yang akan dikecualikan atau pembualan pertimbangan terlulis da-
h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada KID; dan lam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik
Dengan Persefujuan Bersama i, melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi ditolak.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Publik pada instansinya.
KABUPATEN BANTUL (3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 15
memperhatikan; Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya PPID bertanggung
dan a. periindungan data pribadi; dan jawab kepada Atasan PPID.
b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
BUPATI BANTUL (4) Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b BAB Il
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KLASIFIKASI INFORMASI
MEMUTUSKAN :
Bagian Kedua Bagian Kesatu
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETER- Kelembagaan Umum
BUKAAN INFORMASI PUBLIK.
Pasal 7 Pasal 16
BABI (1) Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh sefiap Pengguna
KETENTUAN UMUM a. AtasanPPID; Informasi Publik.
b. PPID; (2) Setiap Informasi Publik harus dapat diperaleh Pemohun Informasi Publik dengan
Pasal 1 c. PPID pelaksana; cepatdan tepat waktu, biayari hana.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : d. timpertimbangan; dan/atau

1. Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya Informasi yang e. pelugasPelayanan Informasi Publik. Pasal 17
wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik, (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah serangkaian kegiatan yang struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan &, Informasi Publik yang wajib dibuka; dan
dilakukan untuk ikan dapal diaksesnya Inf i yang wajib disediak olehKepalaBadan Publik. b. Informasi yang dikecualikan.
diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik. (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurufb dapatnw!ekatpada pe]abetyang

3. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang me- membidangi urusan pel i dan dok Pasal 18
ngandung nilai, makna, dan pesan, bamdata fakta maupun penjelasannya yang da- (4) PPID pelaksana sabagalmana d:maksud pada ayal (1) huruf ¢ dijabat oleh pejabatdl Informasi Publik yang wajib dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
pat dilinat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai h dan format unitkerjalsatuan kerjalunit org: h/sebutan lainnya, meliputi:
sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik  (5)  Tim perti bagai dimak ‘padaayat{i}hurufdmlun;ukokehAtasan a. Inf | yang wajib disediakan dan di 15ecara berkala,
ataupun nonelektronik. PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, b. Informasi yang waiib di k cara serta merta: dan

4. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ dan/atau pelayanan Informasi Publik. ¢, Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan () Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf &
penyelenggaraan negara danfatau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan ditunjuk cleh Atasan PPID dengan p getahuan di bidang Bagian Kedua
Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik. Informasi Publik yang Wajib Dibuka
serta Informasi lain yang berkaitan dengankepenman publik.

5. Pelayanan Informasi Pubhk adalah gi kan, men dan Bagian Ketiga Paragraf 1

fkan layanan | i kepada pengguna danfatau pemohon Informasi Tanggung Jawab Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Publik.

6. Pengguna Informasi Publik adalah g menggunakan Inf i Publik, Pasal 8 Pasal 19

7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia (1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertanggung (1) Setiap Badan Publik wajit kan secara berkala Informasi Publik.
yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan jawab dan gembangkan sistem layanan Informasi Publik yang (2 Inlun‘naslPubllk sebagmmana dm‘raksudpadaayal[ﬂpallngsedtkltlerdlnalas
Daerahini. meliputi: a. Informasitentang profil Badan Publik;

8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompak orang, atau lembaga. a. prosesp pendoki ian, penyediaan, dan Pel Inf b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

9. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas Publik; dalam lingkup Badan Publik;
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian b. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; dan c. ringkasan| i tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
atau seluruh dananya bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, c. mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa Informasi. d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
atau organisasi non intah sepanjang ian atau seluruh dananya bersum-  (2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertanggung jawab e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
berdariAnggaran Pendapatandanﬂe{anja Daerah. melaksanakan Iayanan Irrformam Pubhk yang me!mull proses penyimpanan, f. Informasi |snlang peraluran kaputusan dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID peny danP i Publik di Badan Publik. atau berd dikeluarkan oleh Badan Publik;
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumenta-  (3) PPID eb dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertanggung g 1nformasatentang Prosedurmempemdeh Informasi Publik;
sian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. 1awab membantu paFaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

1. Alasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabal yang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di pelanggaran oleh Badan Publik;

gkutan danfatau at d: | g pejabat yang bersangkutan, masing-masing unit kerja/ satuan kerja/unit organisasi/Perangkat Daerah/sebutan I, Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

12. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai datadi tingkat nasional yang lainnya. j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
dapatdiakses melaluipemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Tim perti t 1a dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertang- k. Informasi lentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan

13. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antar Badan Publik guna kelancaran gung jawal membanty merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik darurat di setiap kantor Badan Publik.

yelenggaraan p dan pelay publik. dan Informasi yang dikecualikan. (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan dan disam-

14 PengupanK. kuensi adalah pengujian tentang k i yang timbul apabila  (5) Pelugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paikan oleh Badan Publik paling sedikit (enam) bulan sekali,
suatu | i diberikan kepada M, kat dengan gkan secara huruf e bertanggung jawab menyiapkan kebuluhan PPID dalam proses penyim-  (4) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan kepada
saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat mefindungi kepentingan yang lebih panan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik, Masyarakal melalui cara yang mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh
besar daripada membukanya atau sebaliknya. Masyarakat.

15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pasal 9 (5) Ketentuan lebih lanjut genai lata cara peny Inf i sebagal
Pengguna Infon'naS| FuIJI|k yang berkaitan dengan hak memperoleh dan meng-  Badan Publik dapat menunjuk petugas Pelayanan Inf | Publikyang memt PPID dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupall

Jang-undangan. dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesual dengan

16. Daﬂar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis  kebutuhan. Pasal 20
tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, (1) Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Bagian Keempat (2) hurufa paling sedikit terdiri atas:

17. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KID adalah lembaga mandin Tugas dan Wewenang a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup ke-
yang berfungsi msnplankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik giatan, maksud dan lujuan, lugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unitdiba-
dan p p ya, kan petunjuk teknis standar layanan In- Paragraf 1 wahnya;
formasi Publikdan mer yvelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi Atasan PPID b. anggaran dasardan anggaran rumah tangga Badan Publik;
danfatau ajudikasi nonlitigasi di Daerah, c. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pasal 10 struktural; dan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewe- (1) Atasan PPID bertugas: d. laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan
nangan daerah otonom. a. menunjuk PPID dan PPID pelaksana; telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk

19. Bupatiadalah Bupati Bantul. b. manyusun arah kebu;akan layanan Inlnrmasl Publik di Badan Publik; dlumumkan

20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lem- c. atas 1Informasi Publik; (2) Ri Inf i tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2}
baga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagal unsur penyelenggara d. mewak:h Badan Puhhkd:dalam proses penyel gketa di KID dan/atau di huruf b paling sedikit terdiri atas:
pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota. pengadilan; dan a. nama program dan kegiatan;

21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang e rnelakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksa- b. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon
bertanggung jawab kepada Gubemur ataubupati/walikota dalam rangka penyeleng- naan kebijakan | i Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID pelaksana. dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
garaan pemerintahan di daerah, (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID c. largeldan!alau capaian program dan kegialan‘.

22. Dinas adalah Perangkal Daerah yang msmpunyal tugas menyelenggarakan urusan berwanang d. jadwalp prc

han bidang b ikasidan i il a gkat PPID dan PPID p €. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumiah;

23, Daerah adalah Kabupaten Bantul. b. menelapka.n arah kebi]akan layanan Informasi Publik di Badan Publik; f.  agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan | dengan hak M; kat;
Pasal 2 Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai danfatau pejabat Badan Pubnk

(1) Peraturan Daerah Ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Publik untuk d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Pubdik di dalam proses penyelesaian dan
melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah sengketa di KID dan/atau di pengadilan; dan i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang
Daerah. e. menelapkan stralegi dan metode pembi luasi, dan moni- menyelengoarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

(2) Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini bertujuan toring atas pelaksanaan kebunkan Informasi Publik yang dllakukan oleh PPID (3] Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik sebagaimana
untuk: pelaksana, pejabat fungsional, dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik. dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ berupa uraian tentang realisasi kegiatan
a jamin hak Masyarakal untuk tahui rencana, program, dan proses yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

pengambllan kebijakan puhhk Pasal 11 (4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (2) huruf
b. gkatkan partisipasi M kat dalam proses kebijakan publik; (1) Dalammelaksanakan tugas dan l imaksud dalam Pasal 10, d paling sedikit terdiri atas;
¢. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang balk, terbuka, efektif, Atasan PPID di Badan Pubnk dapa! berkoordinasi denganpembina data di instansi a, rencanadan laporan realisasi anggaran;

efisien, akunlabeldandapatdmrtanggungjawabkan pusat danfatau instansi Daerah, b. neraca;
d. meningkatkan pengeinlaandan lay i dilingkungan Badan Publik  (2) Koordinasi sebagal dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ¢. laporan arus kas danfatau calatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai

untuk menghasilkan layanan Inf berkualit } peraturan perundang-undangan, dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
e. memberikan pedoman bagi Badan Publik dalam melaksanakan, menyajikan dan d. daftarasetdan investasi.

menyebarluaskan Informasi dan dokumen publik; Paragraf 2 (5) Ringkasan laporan akses | i Publik sebagai dimaksud dalam Pasal 19
f. mewujudkan tata kelola Informasi dan dokumentasi publik yang baik; dan PPID ayat{z}hurufe pal:ng sedlkrt terdiri atas:
g berikan kepastian k iaan Informasi dan dokumen yang cepat, tepat a. jumlah permi i Publik yang diteri

danterbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secaraluas. Pasal 12 b. waktuyangdit dal hi sefiap p 1Informasi Publik;

n PPIDbenugas: c. jumlah pen'nin!aan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau selu-
Pasal 3 a y ak kebijakan layanan Inf i Publik; ruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan

Penyelenggaraan Keterbukaan | Publikdi Daerah b K b. y Iaporan lak hhuakan Iayanan Informasi Publik; d. alasan penolakan permintaan Informasi Publik.

a. demokratisasi; c. mengoc ik n lidasikan proses penyimg I } (6) Inf i tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikal seba-

b. keterbukaan; Lasuan penyediaan, dan Pelayanan InlnrmamPublik gaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruff paling sedikit terdiri atas:

¢ supremasihukum, d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dob Inf a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan,

d. persamaan hak asasi manusia, Publik darl PPID pelaksana dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik di keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; dan

e. keselaraan; Badan Publik; b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang

f. rasional; . melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; telah disahkan atau ditetapkan.

g. tepatguna;dan f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak uniukdipubli-  (7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud

h. tepatsasaran, kasikan; dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g paling sedikit terdiri atas:

g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan a. tatacaramemperoleh Informasi Publik; dan
BABII dikecualikan, b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi
PELAKSANA LAYANAN INFORMASI h. melakukan peng pemelif dan p daftar  Informasi Publik berikut pinak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
Publik; (8) Informasi tentang fala cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelang-
Bagian Kesatu i, menyediakan Informasi Publik secara efekif dan efisien agar mudah diakses garan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h
Badan Publik oleh publik; dan terdin atas:
j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksa- a. lata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh
Paragraf 1 naan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana pejabat Badan Publik; dan
Umum dan/atau petugas Pelayanan Informasi Putmk b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak
(2) Dalam mela kan tugas sebagal dimal pada ayat (1), PPID yang mendapatkan ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang
Pasal 4 berwenang: bersangkutan.

(1) Badan Publik terdiri atas: a. menetapkan kebijakan ananan Infnrrnasu Publik; (9) Inf i tentang p i dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
a. Badan Publik negara pada Pemerintahan Daerah; dan b. menetapkanlaporang 1aan kebij layanan Informasi Pubiik; disetiap kantor Badan Pub!uk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf
b. selain Badan Publik negara. c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai k paling sedikit terdiri atas:

(2) Badan Publik negara pada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dengan kebutuhan dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; a. peringatan bencana;

(1) huruf a terdiri atas: d. meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana danfatau petugas Pelayanan b. lokasievakuasi;dan

a. Pemerintah Daerah: Informasi Publik dalam melak kan Pe Infi | Publik; ¢. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi,

b. DPRD; 8. pkan dan kan suatu | i Publik dapat diakses publik atau

¢ pemerintahkalurahan; tidak berdasark i tentang ke 1si atas  Inf i Publik yang Paragraf 2

d. badan usaha milik Daerah danfatau badan usaha lainnya yang dimiliki Peme- akan dikecualikan, dengan persetujuanAtasan PPID; Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
rintah Daerah; dan f. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan

e. lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengga- secara terluhs apab|la Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang Pasal 21
raan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran hasia dengan p juanAtasan PPID; (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat
Pendapatan dan Belanja Daerah. g. gaskan PPID p Jan/ palugas Pelayanan Informasi Publik mengancam hajat hidi g banyak dan ketertib

(3) Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk buat ok lih khirkan Daftar Infor- (2} Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

hurufb berupa organisasi non pamennlah sepanjang sebagian atau seluruh dananya masi Publik; dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
dari Anggaran Penday dan Belanja Daerah, h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan a. Informasi bencana alam;
manitoring atas pelaksanaan kebijakan leknis Informasi Publik yang dilakukan b. Informasi keadaan bencana non alam;
Paragraf 2 oleh PPID pelak dan/atau petugas Pel [ i Publik. ¢. Informasi bencana sosial,
Hak dan Kewajiban d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit
Pasal 13 yang berpolensi menular;
Pasal 5 (1) Selain mela 1 tugas dan g seb dimaksud dalam Pasal e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh Masya-

(1) Badan Publik berhak: 12, PPID di Badan Publik dapat mendukung penyeienggaraan Portal Satu Data Indo- rakat; dan/atau

a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesual dengan nesia dengan cara: f. Informasitentang rencana gangguan Isrhadap utilitas publik.
peraluran perundang-undangan a. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  (3) Inf i Publik sebag 18 d pada ayat (2) disebarluaskan kepada
b. Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan undangan; dan/atau Masyarakat melalui cara yang mudah di oleh Masyarakat dandalam bahasa
peraturan perundang-undangan; dan b. berkoordinasidengan baik di instansi pusat maupun di instansi Daerah, yang mudah dipahami.
¢. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanis-  (2) Koordinasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai de-

me Bantuan Kedinasan dalam p
publik.

ggaraan p tahan dan pelay
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Pasal 22
Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja
dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang ba-

2

(1

2

(3

Badan Publik wajib mengumum

a
b.
c.
d.

U]

2

nyak dan keterfiban umum wajib memiliki standar pengumuman Informasi serta

Standar pengt Infi

| serta merta sebagai dimaksud pada ayat (1),

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b. pihak-pihak yang berpotensiterkena dampak;

c¢. prosedurdan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat,

d. cara menghmdan bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
& 5
f.

. cara p dari pihak yang ber

] waljib g kan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum;

g. tatacara pengumuman informasi apabila keadaan daruratterjadi; dan

h. upayayang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihakyang berwenang dalam

mencegah bahaya dan/atau dampak yang ditimbulk

Paragraf 3
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 23
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak ter-
masuk Informasi yang dikecualikan;
b. hasilh 1 Badan Publik d:
c. selurunk 1dandok
d. rencana kerja proyek termasuk perk:raan pengeluaranwhunan Badan Publik;
[
f

bt Lot

. peranjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan Masya-
rakat; dan/atau
h. Iapuran mangsnal pelayanan akses in!orrnasa Publiksesuai dengan ketentuan
bukaan Informasi Publik.
Inlnrmas: Publlk yang lelah dmyatakan terbu ka bagl Masyarakat berdasarkan meka-
gketa dinyatakan sebagai Inft i Pub-
lik yang dapat diakses olen| Pengguna Informasi Publik.
Ketentuan lebih lanjut mengenal Informasi Publik yang dapat diakses cleh Pengguna
Infe | Publik g a dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 24

layanan Inf

isetiap tah meliputi:
jumiah permintaan Informasi yang diterima;

waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan Informasi;
Jumiah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; danfatau

alasan penolakan permintaan Informasi.

Pasal 25
Dalam rangka mewujudkan pelayanan cepal, tepal, dan sederhana, setiap Badan
Publik:
a. menunjuk PPID; dan
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi secara
cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informa-
si Publik yang berlaku secara nasional.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional
pengelola Informasi dan dokumentasi.

Pasal 26

Informasi Publik yang wajib disediakan cleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan
usaha lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah meliputi:

a
b.

c.

=8

o T

nama dan tempat kedudukan, maksud dan luluan serta jenis kegiatan usaha, jangka
waktu pendirian, dan permodal anggaran dasar;
nama Iengkap pemegang saham, anggnla direksi, dan anggota dewan komisaris
perseroan;

laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung
jawab sosial perusahaan yang telah dlaudn

dal

hasil penilaian oleh auditor ek ga p ingkat kredit dan lembag
pemeringkatlainnya;

sistem dan alokasi dana asi anggota | is/d pengawas dan
direksi:

direksi dan komisaris/dewan pengawas;
kasus hukum yang terbuka sebagal Informasi Publikberdasarkan Undang—Undang.
pedoman pelaksanaan tata kelola pe«_vsahaan yang baik berdasad_(an prinsip

kuntabilitas, pertanggungjawaban, firian dan kewaj
pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
perubahan tahun fi skaipemsahaan
kegsalan penugasan intah dan/atau kewajiban pelay umum atau subsidi;

h

gdanjasa; danfatau
Informasilain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan
Usaha Milik Daerah.

Pasal 27

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah sepanjang se-
bagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
meliputi:

a,

b.
c.
d

—o

asas dan tujuan;

program dan kegiatan organisasi;

nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;

laporan atau hasil audit pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah;

kepulusan organisasi;

keputusan Urganmsr dan.fatau
Info ilain yang p h p perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Dikecualikan

Pasal 28

)

(1

2

(1)
(2
{3

(4

]
2

“
2

i yang dik likan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurufb bersifat:

ketat dan terbalas, dan

rahasva sesuai dengan ketentuan peraturan peruﬂdang—undangan. kepatutan, dan
gan umum dic pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul

apabﬂasualu i diberikan kepada Masyarakal serta setelah dipertimbangkan

dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat mefindungi kepentingan

yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 29

Informasi yang dikecualikan sebagai dimak

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persai-

ngan usaha tidak sehat,

Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;

Informasi yang berkaitan dengan rahasua jabatan;

Informasi yang diminta belum di it

Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan | i

Infonnam Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fterdir atas:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapal menghambat proses penegakan hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perfindungan dari persaingan usaha lidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat bahayakan pertal dan k negara sesuai
ketentuan perundang-undangan;

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemahon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan Daerah, berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan padap haan Daerah;

e. Informasi Publik yang apabila dlbuka dan dlbenkan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat meruglkan ketahanan ek ional sesual

furan perund

i, Informasi Publik yang apahula dlbuka dan diberikan kepada Pemohan Informasi
Publik dapat merugikan kepentmgan hubungan luar negen sesuai ketentuan

perundang-und:

g Informasi Publik yang apabﬂadlbukadapai mengungkapkan isiakta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohaon Informasi
Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;

I, memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KID atau pengadilan; dan
Informasi yang tidak boleh diungkapkan E
perundang-undangan,

d dalam Pasal 28 terdiri atas:

danfatau

undana.

e an

Pasal 30
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dinyatakan
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi,
Pengujian tentang ke 1si sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan oleh PPID di setiap Badan Publik,
Pengujian Kensekuensi sebagalmar!a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dllak‘
sanakan apabila suatu Informasi diberikan kepada Masyarakat dengan p
bangkan secara seksama bahwa dengan menutup Infomwam Publik dapat melin-
dungi kepentingan yang lebih besar daripada baliknya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengujian Konsekuensi diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 31
Pengecuali fimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a sampai de-
h bersa{almn-.
Kelentuan mengenai jangka waklu pengecualian sesuai dengan kelentuan

peraluran perundang-undangan

v
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32
Setiap orang berhak mernperofeh Informasi Publik dengan cara melihat dan  me-
hiui Inf kan salinan Inf i Publik.
Dalarn memenuhi hak setiap nrang untuk memperoleh Informasi Publik sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan
standar layanan yang terdiri atas:
. standar pengumuman;
. slandar permintaan Informasi Publik;
standar pengajuan keberatan,
. standar penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
. standar pendokumentasian Informasi Publik;
standar maklumat pelayanan; dan
. standar Pengujian Konsekuensi.
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